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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus 
dengan ilmu.”  
(HR. Thabrani) 
 
“If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.” 
Zig Ziglar  
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Orangtua dan Keluarga Tercinta 
Almamater yang saya banggakan 
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dengan baik. 
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Sarjana Strata  (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum FakultasHukum Universitas 
Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, berbagai halangan dan 
rintangan Penulis hadapi. Penulis tidak akan dapat mengatasi halangan dan 
menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta 
dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih 
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memberikan dukungan, arahan, motivasi, dan saran-saran yang 
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membangun sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan di 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 
5. Bapak Dr.Yunanto, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang begitu 
sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama 
penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, bantuan, 
bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan. Tanpa 
beliau, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini 
dengan baik dan tepat waktu. 
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen 
Pembimbing II yang begitu sabar untuk membimbing dan mengarahkan 
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PENETAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN 
AGAMA SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN (Studi Kasus 
Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl) 
 
 
 Pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada 
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan 
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai 
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 
sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam prakteknya, terdapat penetapan oleh 
Pengadilan Agama mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah 
perkawinan. 
 Dalam skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkap oleh penulis, yaitu 
mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengenai Perjanjian 
Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan serta tindak lanjut 
perjanjian perkawinan setelah adanya penetapan oleh Pengadilan Agama. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama 
Semarang, serta KUA Kecamatan Ngaglik, Sleman. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui wawancara dan 
studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer 
dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. Untuk penarikan kesimpulan, digunakan metode analisis 
kualitatif. 
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Hakim dalam memberikan 
penetapan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, tidak 
dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Penetapan mengenai perjanjian perkawinan 
tersebut merupakan terobosan hukum (penemuan hukum) yang dilakukan hakim 
Pengadilan Agama. Sebab hakim dalam memberikan penetapan juga melihat 
faktor lain yang mempengaruhinya, yakni faktor sosiologis. Terlebih, hal ini telah 
menjadi pasti pengaturannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dapat diketahui juga bahwa yang berwenang untuk 
pendaftaran (pencatatan) perjanjian perkawinan yakni KUA. Sedangkan 
Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan perjanjian perkawinan 
tersebut untuk selanjutnya dibuat di Notaris dan didaftarkan di KUA. 
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